
BUPATI MUNA 
PROVINSISULAWESITENGGARA 

PERATURAN BUPATI MUNA 
NOMOR � TAHUN 2022 

TENTANG 

ORGANISASI DA,N TATA KERJA 
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN MUNA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MUNA, 

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan 
Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk 
Penyederhanaan Birokrasi, peru bahan · organisasi pada 
instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan 
Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan 
kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan 
instansi Pemerintah Kabupaten Muna perlu dilakukan 
penyederhanaan birokrasi; 

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan 
penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi 
Pemerintah Kabupaten Muna, perlu dilakukan penataan 
susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pemadam 
Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Muna tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten 
Muna; 
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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945· 

' 
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 
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7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas 
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan 
Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 283); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 
2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam 
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 525); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 
2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada 
Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
546); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna 
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2); 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG ORGANISASI DAN TATA 
KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 
KABUPATEN MUNA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Muna. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Muna. 

0 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 
Kabupaten Muna. 

5. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 
Kabupaten Muna. 

6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah Dinas Pemadam 
Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna. 

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian 
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, 
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 

8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib 
diselenggarakan oleh semua Daerah. 
Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah 
untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada 
Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. 

10. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas 
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu. 

12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah 
organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan 
teknis penunjang tertentu pada Dinas Pemadam Kebakaran dan 
Penyelamatan. 

9. 
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BAB II 
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH 

Bagian Kesatu 
Ben tuk Perangkat Daerah 

Pasal 2 

Perangkat Daerah yang rnelaksanakan Urusan Pernerintahan Bidang Ketentrarnan 
dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Kebakaran diwadahi 
dalam bentuk Dinas. 

Bagian Kedua 
Nomenklatur Perangkat Daerah 

Pasa13 

Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan 
sebagaimana dirnaksud pada Pasal 2 adalah Dinas Pemadarn Kebakaran dan 

O Penyelarnatan. 

Bagian Ketiga 
Tipe Perangkat Daerah 

Pasal 4 

(1) Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3, diklasifikasikan 
atas Tipe C. 

(2) Penentuan Tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil 
pengukuran intensitas Urusan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban serta 
Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Kebakaran. 

(3) Penentuan intensitas urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

{( BAB III 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan Organisasi 

Pasal 5 

(1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelarnatan merupakan pelaksana Urusan 
Pemerintahan Ketentrarnan dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat, Sub 
Urusan Kebakaran. 

(2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelarnatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 
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Pasal 6 

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas membantu 
Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan 
Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Kebakaran yang menjadi 
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan/ didelegasikan kepada 
Daerah. 

Pasal 7 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Pemadam 
Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyelenggaraan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis di 

bidang Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat, Sub 
UrusanKebakaran; 

b. penyelenggaraan koordinasi program operasional di lingkungan Dinas Pemadam 
Kebakaran dan Penyelamatan; 

O c. penyelenggaraan pembinaan teknis penyelenggaraan Ketentraman dan 
Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Kebakaran; 

d. penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan berbagai program di bidang 
Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan 
Kebakaran; 

e. penyelenggaraan evaluasi dan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis 
Daerah dan jabatan fungsional; dan 

f. penyelenggaraan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

r 
" 

Pasal 8 

(1) Susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat; 
c. Bidang Pencegahan; 
d. Bidang Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana; 
e. Kelompok jabatan fungsional; 
f. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 
sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 
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BAB IV 
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

0 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

Pasal 9 

( 1) Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas pokok 
yaitu merumuskan sasaran, mengoordinasikan, membina, mengevaluasi dan 
melaporkan kebijakan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban serta 
perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran meliputi pencegahan serta 
pemadaman, penyelamatan, dan sarana prasarana. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas 
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban serta 

perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran yang meliputi pencegahan 
serta pemadaman, penyelamatan, dan sarana prasarana. 

b. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas 
dan fungsinya. 

Bagian Ked ua 
Sekretariat 

Pasal 10 

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Sekretaris mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, 
mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang 
kesekretariatan yang meliputi perencanaan, administratif ketatausahaan dan 
arsip, kepegawaian, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan keuangan 

1� serta pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan bidang- bidang. 
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat 

menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan program kerja, penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, 

rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, serta koordinasi 
penyusunan program dan pelaporan; 

b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan 
Penyelamatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang 
bidang lain di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; 

c. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Pemadam 
Kebakaran dan Penyelamatan; 

d. penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang Ketentraman dan 
Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Kebakaran sesuai 
dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah; 
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e. penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga/perlengkapan 
dan urusan kepegawaian, aset di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran 
dan Penyelamatan; 

f. pengoordinasian penyusunan produk hukum di Dinas Pemadam Kebakaran 
dan Penyelamatan; 

g. pengelolaan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program 
kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas 
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; 

h. penyiapan bahan pembinaan, pengendalian di bidang Kesekretariatan; 
i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

Pasal 11 

( 1) Sekretariat, terdiri dari: 
a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; 
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh 
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Sekretaris. 

Pasal 12 

(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan, melaksanakan tugas melakukan 
penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pelaporan dan 
evaluasi kinerja, penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, 
penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi dan pembukuan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian 
Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Subbagian 

Perencanaan dan Keuangan; 
b. penyusunan rencana kerja, program, dan kegiatan Subbagian Perencanaan 

dan Keuangan; 
c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program anggaran; 
d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan 

anggaran; 
e. pelaksanaan urusan tata laksana keuangan; 
f. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji; 
g. pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi; 
h. pelaksanaan urusan pelaporan keuangan; 
1. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja; 
j. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan; 
k. pelaksanaan koordinasi teknis penyusunan program dan kegiatan terhadap 

bidang-bidang lingkup Dinas dan perangkat daerah terkait; 
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1. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; 
m. pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam 

Kebakaran dan Penyelamatan; 
n. pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah pada Dinas 

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ; 
o. penyusunan laporan kinerja pertanggungjawaban sebagai bahan 

penyusunan LKPJ Bupati; dan 
p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 13 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan 
persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan 
perlengkapan, rumah tangga, fasilitasi barang milik negara/ daerah, dan 
administrasi jabatan fungsional. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian 
Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan urusan persuratan; 
b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan; 
c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor; 
d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan barang milik negara/ daerah; 
e. penyiapan laporan kinerja pejabat struktural; dan 
f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi 

jabatan fungsional. 

Bagian Ketiga 
Bidang Pencegahan 

Pasal 14 

( 1) Bidang Pencegahan mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengelola 
mengendalikan mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan pencegahan 
kebakaran serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 
Pencegahan menyelenggarakan fungsi: 
a. pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan 

penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran; 
b. pengkajian, penyusunan bah.an dan program pengembangan dan 

peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan 
penyelamatan; 

c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Barisan Rawan Kebakaran 
(BALAKAR) serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan 
masyarakat dan dunia usaha; 

d. pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan 
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e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Bidang Pencegahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. 

Pasal 15 

(1) Bidang Pencegahan, terdiri atas: 
a. Seksi Pencegahan dan Inspeksi; 
b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha; 
c. Jabatan Fungsional. 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing 
masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan. 

Pasal 16 

Seksi Pencegahan dan Inspeksi melaksanakan tugas: 
a. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian 

risiko kebakaran dan penyelamatan, diantaranya penyecliaan dan 
pemutakhiran peta rawan kebakaran dan dokumen Rencana Induk Sistem 
Proteksi Kebakaran; 

b. melakukan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran 
dan penyelamatan; dan 

c. melakukan pendataan inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksi sarana 
peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan. 

Pasal 17 

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha melaksanakan tugas: 
a. melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia 

usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui 
pembentukan Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), Satuan 
Relawan Kebakaran (Satiakar), dan Manajemen Keselamatan 
Kebakaran Gedung (MKKG); 

b. melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan 
kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), Satuan Relawan 
Kebakaran (Satiakar), dan Manajemen Keselamatan Kebakaran 
Gedung (MKKG); dan 

c. melakukan program dan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada 
kelompok masyarakat, dunia usaha dan warga negara dalam 
pencegahan dan penanggulangan kebakaran. 

.. 



. ,- 

= 11 = 

Bagian Keempat 
Bidang Pemadam p 1 an, enye amatan, dan Sarana Prasarana 

Pasal 18 
( 1) Bidang Pemadaman p 1 , enye amatan, dan Sarana Prasarana mempunyai tugas 

merumuskan, melaksanakan, mengelola mengendalikan mengevaluasi dan 
melaporkan hasil kegiatan pemadaman, penyelamatan, dan sarana prasarana 
serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 
Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi: 
a. penyelenggaraan layanan respon cepat (response time), pengendalian 

operasi, penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran; 
b. penyelenggaraan layanan respon cepat (response time}, pengendalian 

operasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban dan 
terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia, dan operasi 
darurat non kebakaran; 

c. penilaian, pemetaan, standardisasi, pengkajian kebutuhan, pengadaan, 
pemeliharaan, perawatan sarana prasarana pemadaman dan penyelamatan 
dan alat pelindung diri petugas, sarana prasarana kebakaran bagi kelompok 
masyarakat, penyelenggaraan sistem infonnasi dan pelaporan kebakaran 
secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten, penyajian dan 
pengolahan data kebakaran secara akurat dan dapat di pertanggung 
jawabkan; 

d. pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan 
e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain ang dib rikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tu gas dan fu ng inya. 
(3) Bidang Pemadaman, Peny larnatan. clan arana Pra arana dipimpin oleh 

Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan b rtanggung jawab kepada 
Kepala Dinas melalui Sekr taris. 

Pasal 19 

( 1) Bidang Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana terdiri dari: 
a. Seksi Pemadam Kebakaran; 
b. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi; 
c. Jabatan Fungsional. 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dan huruf b, masing-masing 
dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana 

Prasarana. 
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Pasal 20 

Sek i P madam bakaran melak anakan tugas: 
a. men 1 nggarakan op rasi pemadarnan dan pengendalian k bakaran s rta 

pemadaman dan pengendalian penanganan bahan berbahaya b racun 
kebakaran; dan 

b. m n l nggarakan layanan respon cepat (response time) penanggulangan dan 
pengendalian kebakaran; 

c. menyiapkan aparatur dan sarana prasarana pendukung dalarn operasi 
pemadaman dan pengendalian kebakaran. 

Pasal 21 

Seksi Penyelamatan dan Evakuasi melaksanakan tugas: 
a. menyelenggarakan layanan respon cepat (respons time) operasi penyelarnatan 

dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran; 
b. menyelenggarakan layanan respon cepat (respons time) operasi penyelamatan 

dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non 
kebakaran lainnya; dan 

c. melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga Negara yang menjadi korban 
dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan operasi 
darurat non kebakaran lainnya. 

Bagian Ketujuh 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 22 

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) 
huruf c, Pasal 19 ayat (1) huruf c, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang 
terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. 

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dipimpin 
oleh Sub Koordinator pelaksana fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang 
tugas dan fungsi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing. 

(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), membantu pimpinan 
dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan 
evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing 
pengelompokan uraian tugas. 

(4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan 
pejabat pembina kepegawaian. 

(5) Ketentuan mengenai pembagian tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. 

(6) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja 
sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku. 
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(7) Ketentuan mengenai pembagian tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Bagian Kedelapan 
Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Pasal 23 

(1) Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat dibentuk Unit 
Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional 
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 

(2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Klasifikasi UPTD terdiri atas, terdiri atas: 
a. UPTD Kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar dengan jumlah 

Beban Kerja 10.000 atau lebih jam kerja efektif per tahun; 
b. UPTD Kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil dengan jumlah 

Behan Kerja 5.000 sampai dengan kurang dari 10.000 jam kerja efektif per 
tahun; 

(4) Pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah 
dikonsultasikan dengan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. 

Pasal 24 

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, UPTD tetap melaksanakan tugasnya 
sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, 
Togas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD yang baru diundangkan. 

BABV 
TATA KERJA 

Pasal 25 

( 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala 
Bidang, Kepala Subbagian dan tenaga fungsional di lingkungan Dinas Pemadam 
Kebakaran dan Penyelamatan, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, 
dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan 
organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar 
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. 

(2) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan 
Penyelamatan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi 
penyimpangan agar mengambil langka-langka yang diperlukan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan 
Penyelamatan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan 
bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk bagi 
pelaksanaan tugas bawahannya. 
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(4) Setiap pimpinan dalam 
satuan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan 

Penyelamatan wajib men ik . 
jawab k d g uti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung 

epa a atasan masing-masing dan menyiapkan Iaporan berkala tepat pada waktunya. 
(5) Setiap laporan yan dit . . . . . . g 1 enma oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya 

waJ�b diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih 
lanjur dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. 

(5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan 
laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara 
fungsional mempunyai hubungan kerja. 

(7) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya 
dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib 
mengadakan rapat berkala. 

Pasal 26 

a (1) Dalam hal Kepala Dinas apabila berhalangan dan/atau melaksanakan tugas ke 
luar daerah, maka tugas Kepala Dinas dilaksanakan oleh Sekretaris. 

(2) Dalam hal penunjukan pejabat pelaksana tugas Kepala Dinas, apabila 
Sekretaris berhalangan dan/ atau melaksanakan tugas ke luar daerah, maka 
tugas Kepala Dinas dapat ditunjuk salah satu Kepala Bidang yang senior atau 
mampu. 

(3) Penunjukkan pejabat pelaksana tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat 
(2), dilakukan oleh Kepala Dinas atas usul Sekretaris. 

BAB VI 
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI 

DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 

Pasal27 

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di 
lingkungan Dinas berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris 
Daerah. 

(3) Kepala Dinas merupakan jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi 
Pratama. 

(4) Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a atau Jabatan 
Administrator. 

(5) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan 
Administrator. 

(6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon 
IV.a atau Jabatan Pengawas. 
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(7) Pejabat Eselon Ill atau Jabatan Administrator dan pejabat Eselon IV atau 
Jabatan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala 
Dinas rnelalui Sekretaris Daerah. 

(8) Forrnasi dan persyaratan jabatan pada Dinas, berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 28 

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada Dinas Pemadam Kebakaran dan 
Penyelamatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

BAB Vll 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 29 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, rn merintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Muna. 

Dit t pkan di Raha 
pada t nggal, t 2022 

LAO 
Diundangkan di Raha 
pada tanggal, 1 � Atd:: 2022 

SE�ETARIS DAERAH, 

SERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2022 NOMOR !,O 
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LAMPI RAN 
PERATURAN BUPATI MUNA 
NO MOR t O TAHUN 2022 
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA 
KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN 
PENYELAMATAN KABUPATEN MUNA 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 

DIN AS 
PEMADAM KEBAKARAN 

DAN PENYELAMATAN 

SEKRETARIAT •···································· ..................... 
I 

I I 
FUNGSIONAL SUB BAGIAN SUB BAGIAN I I I I I I I PERENCANAAN UMUMDAN I I I I I 

I I I I I DAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN 

BID ANG 
... BID ANG ..... ... PEMADAMAN, - PENCEGAHAN PENYELAMATAN, 

DANSARANAPRASARANA 

SEKSI SEKSI 
PENCEGAHAN DAN - - PEMADAM KEBAKARAN 

INSPEKSI 

SEKSI SEKSI 
PEMBERDAY AAN - - PENYELAMATAN 

MASYARAKAT DAN DAN EVAKUASI 
DUNIA USAHA 

... FUNGSIONAL .. � i .. FUNGSIONAL ... 

_u UPTD 
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